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BAB III 

RELEVANSI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI 46/PUU-VIII/2010 DENGAN PENDAPAT IMAM SYAFI`I 

DAN IMAM HANAFI 

A. Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut UU Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

Ketika hendak memberikan hukuman bagi pelakunya, selalu saja akan 

muncul dua kepentingan yang sama-sama niscaya. Di satu  sisi,  menolak  itsbat 

nikah (pengajuan penetapan pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat ke 

pengadilan) atas perkawinan siri yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU 

Perkawinan 1974) adalah jalan strategis untuk menghukum bagi warga negara 

yang telah berani menantang hukum. Tetapi di sisi lain, penolakan tersebut justru 

menunjukkan hilangnya rasa humanisme hukum dan kesengajaan pengabaian 

negara atas hak serta taubat hukum dari warga negaranya. 

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain 

itu juga dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya”. Mengenai anak sah ini diatur dalam Pasal 42 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang 
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dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
1
 Dari ketentuan ini 

dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah : 

1. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan. 

2. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah. 

3. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak 

dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu perkawinan 

yang sah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan 

perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2
 Membentuk keluarga artinya 

membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-

anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan 

yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak 

dan kewajiban kedua orang tua.
3
 Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan 

antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai 

bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya 

perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir 

dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan 

menurut kehendak pihak-pihak.
4
 

Banyaknya kasus dimasyarakat terkait dengan pernikahan siri yang 

berakibat terhadap status keperdataan anak menjadi fenomena tersendiri bagi 

                                                           
1
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 298.   

2
 Djamaan Nur, Op.cit., hlm. 4.   

3
 Ibid., hlm. 4   

4
 Mohammad Daud Ali, Op.Cit., hlm. 43-44.   
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masyarakat  khususnya para pencari keadilan.  Salah satu kasus yang terjadi 

adalah mengenai kasus pernikahan Moerdiono dan Aisyah Mochtar yang menikah 

siri sehingga mempunyai putra yang bernama Muhamad Iqbal Ramadhan. 

Perkara ini dilatar belakangi ketidakpuasan Aisyah Mochtar terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA.JS dan 

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 0075/Pdt.G/2013/PTA.JK. 

Sebelumnya, kedua putusan tersebut tidak memberikan hak hubungan keperdataan 

antara Muhamad Iqbal Ramadhan sebagai anak hasil nikah siri dari Moerdiono 

sebagai bapak biologisnya. Kedua putusan tersebut juga telah mengesampingkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VII/2010 (kemudian disingkat 

Putusan MK) tentang pengabulan gugatan yang diajukan Aisyah Mochtar (AM) 

untuk memperjuangkan hak Muhamad Iqbal Ramadhan (MIR). 

Meskipun Anak luar kawin dapat diakui selain dengan cara pengakuan 

anak tetapi melalui hal lain yang telah diatur dalam KUHPerdata seperti 

pengesahan anak. Pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum 

(rechtsmiddel) untuk memberikan suatu kedudukan (status) sebagai anak sah 

melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.
5
 

Dilema di atas juga tercermin dalam analisis Putusan Mahkamah Agung 

Nomor No. 329K/AG/2014 (kemudian disingkat Putusan MA). Putusan tersebut 

menggambarkan bagaimana polemik hukum telah menyandera kedudukan 

perkawinan siri antara Aisyah Mochtar (AM) dengan Moerdiono (M). 

Problematika hukum juga telah menyandera status hukum anak yang dilahirkan dari 

                                                           
5
 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga 

(Personen en Famikierecht), (Surabaya: Airlangga University Press, 1995). Hlm. 189. 
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perkawinan siri tersebut, bernama Muhamad Iqbal Ramadhan (MIR). Gugatan 

kasasi di depan dilatarbelakangi ketidakpuasan penggugat karena anaknya tidak 

mendapatkan harta warisan dari bapak biologisnya. Kesulitan hukum tersebut 

memaksa AM dan anaknya untuk menempuh jalur hukum agar dapat memperoleh 

keadilan atas hak bagi anaknya. Upaya hukum yang ditempuh sampailah kepada 

puncaknya dengan mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung dengan 

Nomor Perkara 329K/AG/2014. 

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan 1974 dibaca bahwa anak luar kawin seperti MIR 

mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi pengadilan 

memahami bahwa putusan tersebut tidak berlaku bagi MIR karena keberadaannya 

sebagai anak hasil nikah siri sudah berlangsung sebelum Putusan Mahkamah 

Konstitusi lahir. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi bagi MIR melanggar 

asas bahwa hukum tidak berlaku surut (non retroactive). 

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga menolak memberikan 

hubungan perdata serupa yang tidak hanya karena mendukung pertimbangan 

pengadilan sebelumnya tetapi  juga karena menolak itsbat nikah yang diajukan 

penggugat. Penolakan tersebut dilatarbelakangi karena tidak ada ketentuan 

tekstual perundang- undangan yang mendukung pemberian itsbat nikah atas 

perkawinan siri tersebut. Gugatan pemberian hubungan perdata antara anak hasil 

nikah siri-bapak biologis dan itsbat nikah merupakan dua palang pintu strategis 

untuk perjuangan korban perkawinan siri dan anak yang dilahirkannya. Polemik 

keabsahan perkawinan siri dan status hukum anak hasil nikah siri sendiri tidak 
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bisa dilepas dari cara pandang hakim mengomunikasikan hukum negara dengan 

agama. 

Terhadap cara pandang hakim yang menjadi pertimbangan hukum dalam 

menangani perkara di atas, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menawarkan 

perspektif lain dalam melihat keabsahan perkawinan siri dan status hukum 

anaknya dengan dua tinjauan sekaligus, yakni hukum negara dan hukum agama. 

Harapan tersebut akan direalisasikan dalam tulisan ini, yang diharapkan menjadi 

sumbangan pemikiran bagi cara pandang alternatif untuk menangani polemik 

perkawinan siri secara komprehensif. Penulis meyakini apa yang dialami AM 

hanyalah fenomena gunung es. Masih banyak warga negara Indonesia yang 

mengalami problematika serupa. Oleh sebab itu, putusan pengadilan yang dialami 

AM biarkan menjadi putusan terakhir yang gagal melindungi hak mendasar warga 

negaranya. Untuk menghindari  putusan  serupa  terjadi pada kasus-kasus 

berikutnya, sebagai produk pemikiran hukum, sudah sepatutnya tulisan ini 

berupaya menyajikan tawaran alternatif hokum 

Kasasi yang diajukan AM dengan Nomor Perkara 329K/AG/2014 telah 

melewati proses hukum yang sangat panjang. Akar dari segala gugatan tersebut 

adalah dari kasus perkawinan siri antara AM dengan M. Perkawinan tidak tercatat 

tersebut telah melahirkan seorang anak bernama MIR pada tahun 1996. Celakanya 

tak hanya mendapat penolakan dari almarhum, bahkan keluarga besar M pun 

menolak untuk memberikan pengakuan pernikahan siri M dengan AM yang berarti 

juga menolak untuk mengakui anak lelaki AM sebagai darah daging M.  
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Tahun 2008, AM mengajukan upaya hukum itsbat nikah dan penetapan 

hubungan perdata anak-bapak biologis kepada Pengadilan Agama Tigaraksa. 

Putusan dengan Perkara Nomor 46/ Pdt.P/2008/PA.Tgrs menolak gugatan yang 

diajukan AM. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 AM mengajukan judicial review 

terhadap Pasal  2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 1974 kepada 

Mahkamah Konstitusi. Putusan  MK Nomor 46/PUU-VII/2010 mengabulkan 

permohonan pada Pasal 43ayat (1) UU Perkawinan 1974. Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 1974 harus dibaca: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya.” 

Tahun 2012, AM mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan mengenai hak waris anak penggugat (MIR). Dalam gugatan tersebut, AM 

sebagai penggugat melawan para pihak tergugat yang terdiri dari ahli waris 

(keluarga M) dari pewaris (Almarhum M). Sebelumnya, anak penggugat (MIR) 

tidak diakui sebagai darah daging dari oleh Almarhum M sehingga tidak 

mendapatkan harta warisan dari almarhum. Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan melalui Putusannya Nomor 1241/ Pdt.G/2012/PA.JS menolak 

gugatan tersebut. Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan bahwa anak yang 

bernama MIR adalah anak di luar perkawinan dari penggugat (AM) dan M. 

Meskipun sudah terdapat Putusan MK tentang pemberian hubungan hak 
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keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dan keluarga dari ayah, 

majelis hakim menolak penerapan putusan tersebut kepada kasus yang menimpa 

MIR karena terbentur asas non retroaktif. Kelahiran MIR sudah terjadi sebelum 

adanya Putusan MK. Oleh sebab itu, Putusan MK tidak bisa diterapkan kepadanya. 

Setahun berikutnya, tepatnya pada 2013 AM mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Majelis hakim melalui Putusannya Nomor 

0075/Pdt.G/2013/PTA.JK memutuskan untuk “Menguatkan Putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA.JS.” Majelis hakim 

menyatakan anak yang bernama MIR, lahir pada tanggal 5 Februari 1996 adalah 

anak di luar perkawinan dari M. Selanjutnya majelis membebankan kepada 

penggugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding 

sebanyak Rp.150.000,- sebagai pihak yang kalah. 

Terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta, pihak AM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Pengajuan kasasi tersebut menempatkan permohonan istbat nikah AM dan M 

sebagai palang pintu masuk, kemudian arahnya menuntut agar majelis hakim 

kasasi mengabulkan tuntutan hubungan keperdataan antara MIR sebagai anak luar 

kawin dengan M sebagai bapak biologisnya. 

Majelis hakim kasasi melalui Putusan Nomor 329K/AG/2014 menolak 

gugatan itsbat nikah AM dan M dan menolak untuk memberikan hubungan 

keperdataan antara MIR sebagai anak luar kawin dengan M sebagai bapak 

biologisnya. Dengan demikian, MIR tidak bisa mendapatkan warisan dari 

almarhum M. Adapun analisis atas pertimbangannya adalah sebagai berikut: 
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1. Penolakan Itsbat Nikah 

Dalam pertimbangannya, menurut majelis hakim kasasi, pemohonan kasasi 

di dalam petitum angka 2 untuk mengesahkan pernikahan harus ditolak. Menurut 

hakim, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 0075/Pdt.G/2013/ 

PTA.JK yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 

1241/Pdt.G/2012/ PA.JS dalam hal menolak gugatan tentang pengesahan 

perkawinan in casu sudah tepat dan benar. Alasannya adalah perkawinan siri 

antara AM dengan almarhum M dilangsungkan pada  20 Desember 1993 atau 

setelah berlakunya UU Perkawinan tahun 1974. Meskipun berhukum sah menurut 

hukum Islam namun tidak dicatatkan pada kantor urusan agama, maka pernikahan 

tersebut tidak termasuk kategori perkawinan yang bisa diajukan itsbat nikah. 

Sesuai huruf a angka 22 Penjelasan   Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, pengadilan agama hanya diberi kewenangan untuk 

menerima permohonan perkara itsbat nikah yang pelaksanaan perkawinannya 

diselenggarakan sebelum berlakunya UU Perkawinan 1974 dan/atau 

perkawinannya dilaksanakan menurut peraturan yang lain. Dengan demikian, 

perkawinan siri AM dan M yang dilaksanakan setelah pemberlakuan UU 

Perkawinan 1974 tersebut tidak dapat disahkan. 

Ketentuan huruf a angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan 

Agama 2006 di atas memberi sinyal tidak adanya kewenangan pengadilan agama 

untuk menetapkan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan 

1974. UU Perkawinan 1974 dan peraturan organiknya yakni Peraturan Pemerintah 
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Nomor  9 Tahun 1975 telah berlaku secara efektif sejak  1 Oktober 1975. Artinya, 

sejak tanggal tersebut semua perkawinan harus mengikuti ketentuan yang diatur 

dalam UU Perkawinan 1974. Seseorang yang  melaksanakan  perkawinan setelah 

tanggal tersebut dengan sengaja tidak mengikuti ketentuan UU Perkawinan 1974 

tersebut, perkawinannya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak diakui 

oleh pemerintah. Artinya secara yuridis, jika perkawinan tersebut diajukan 

permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, hakim yang memeriksa 

permohonan tersebut harus menyatakan menolak mengadili sesuai  dengan  

ketentuan  di  atas.  Jika terdapat Perkawinan tahun 1974. Meskipun berhukum 

sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan pada kantor urusan agama, 

maka pernikahan tersebut tidak termasuk kategori perkawinan yang bisa diajukan 

itsbat nikah. 

Sesuai huruf a angka 22 Penjelasan   Pasal49 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, pengadilan agama hanya diberi kewenangan untuk 

menerima permohonan perkara itsbat nikah yang pelaksanaan perkawinannya 

diselenggarakan sebelum berlakunya UU Perkawinan 1974 dan/atau 

perkawinannya dilaksanakan menurut peraturan yang lain. Dengan demikian, 

perkawinan siri AM dan M yang dilaksanakan setelah pemberlakuan UU 

Perkawinan 1974 tersebut tidak dapat disahkan. 

Ketentuan huruf a angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan 

Agama 2006 di atas memberi sinyal tidak adanya kewenangan pengadilan agama 

untuk menetapkan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan 
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1974. UU Perkawinan 1974 dan peraturan organiknya yakni Peraturan Pemerintah 

Nomor  9 Tahun 1975 telah berlaku secara efektif sejak  1 Oktober 1975. Artinya, 

sejak tanggal tersebut semua perkawinan harus mengikuti ketentuan yang diatur 

dalam UU Perkawinan 1974. Seseorang yang melaksanakan  perkawinan  setelah 

tanggal tersebut dengan sengaja tidak mengikuti ketentuan UU Perkawinan 1974 

tersebut, perkawinannya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak diakui 

oleh pemerintah. Artinya secara yuridis, jika perkawinan tersebut diajukan 

permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, hakim yang memeriksa 

permohonan tersebut harus menyatakan menolak mengadili sesuai  dengan  

ketentuan  di  atas.  Jika terdapat hakim yang mengabulkan permohonan, berarti 

pengadilan agama melalui putusan hakim tersebut telah meligitimasi dan mengakui 

perkawinan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Secara filosofis, mereka yang melangsungkan perkawinan tapi perkawinan 

mereka tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, sementara UU Perkawinan 

1974 telah diberlakukan, hal itu menjadi indikator bahwa mereka tidak patuh dan 

tidak taat hukum. Ketika suatu perundang-undangan telah diberlakukan, setiap 

orang dianggap telah mengetahuinya. Terhadap perkawinan tidak dicatatkan, 

hukum tidak melindungi dan pemerintah tidak mengakui. Oleh karena itu, apabila 

mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, maka hakim 

harus menolaknya karena  tidak  ada landasan yang logis secara hukum untuk 

mengabulkannya. 
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2. Penolakan Pemberian Hubungan Perdata (Hak Waris) 

Selanjutnya majelis menolak mengatakan MIR sebagai anak sah secara   

hukum  agama  dan sebagai anak luar kawin yang mempunyai hubungan 

keperdataan dengan bapak  biologisnya. Dalam salinan putusan, permohonan 

kasasi dalam petitum angka 3 mengajukan tuntutan  agar pengadilan menyatakan 

bahwa anak laki- laki yang bernama MIR yang lahir di Jakarta pada hari Senin, 

tanggal 5 Februari 1996 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah 

menurut hukum Islam. Sedangkan, petitum angka 4 menuntut agar MIR dinyatakan 

sebagai anak luar kawin yang mempunyai hubungan perdata dengan almarhum M 

sebagai ayah biologisnya. Majelis hakim tidak bisa mengenal pengistilahan anak 

sah menurut hukum Islam dan anak luar kawin menurut hukum positif. Oleh 

sebab itu, majelis menilai terjadi kontradiksi antara petitum angka 3 dengan 

petitum angka 4. 

Majelis lebih menafsirkan tuntutan penggugat pada permintaan agar MIR 

ditetapkan sebagai anak sah dari pasangan AM dan M karena pemohon mengajukan 

pengesahan nikah siri antara AM dan M pada petitum 2 sebelumnya. Menurut 

majelis, terhadap pengajuan penetapan hubungan keperdataan anak, sebab telah 

ditolaknya tuntutan pemohon kasasi mengenai pengesahan perkawinan pada  

petitum  2  di  atas, maka tuntutan pemohon kasasi agar MIR dinyatakan sebagai 

anak yang sah juga harus ditolak. Selanjutnya menurut majelis, tuntutan pemohon 

kasasi tentang sah atau tidaknya seseorang anak harus merujuk kepada bunyi 

huruf a angka 14 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama 2006 ‘putusan 

tentang anak sah atau tidaknya seorang anak.’ Selain itu, dalam hal pengesahan 



44 

 

 

 

status anak, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 42 UU Perkawinan 1974 

secara tegas menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 

Berikut pertimbangan lengkap MA sebagaimana tertuang dalam putusan 

kasasi nomor 329 K/Ag/2014 halaman 16-18. Bahwa judex factie Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara in casu, dengan 

pertimbangan sebagai berikut:  

- Bahwa kewenangan mengadili pengadilan agama di bidang perkawinan 

sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan UU 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, ada 22 

poin yang dimaksud dengan bidang perkawinan; 

- Bahwa pemohon kasasi di dalam petitium angka 2 mengajukan tuntutan 

agar pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Aisyah Mochtar 

dengan almarhum Drs Moerdiono yang dilangsungkan pada 20 Desember 

1993 adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun 

perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Tuntutan tersebut tidak 

termasuk kewenangan pengadilan agama karena angka 22 penjelasan pasal 

49 ayat 2 hanya memberi kewenangan untuk menyatakan sahnya 

perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain; 
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- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang 

menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal 

menolak gugatan tentang pengesahan perkawinan in casu sudah tepat dan 

benar; 

- Bahwa pemohon kasasi dalam petitum angka 3 mengajukan tuntutan agar 

pengadilan menyatakan sebagai hukum bahwa anak laki-laki yang 

bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir di Jakarta pada hari 

Senin, tanggal 5 Februari 1996 adalah anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Sedangkan petitium angka 4 

menuntut untuk dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan yang 

mempunyai hubungan perdata dengan almarhum Moerdiono sebagai 

ayahnya. Antara petitum angka 3 dengan petitum angka 4 tersebut terjadi 

kontradiksi, di satu sisi agar anak dinyatakan sebagai anak sah, di sisi lain 

agar dinyatakan sebagai anak di luar nikah; 

- Bahwa tuntutan pemohon kasasi tentang sah atau tidaknya seseorang anak 

sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 

angka 14 'putusan tentang anak sah atau tidaknya seorang anak'. Dalam 

hal pengesahan status anak, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 42 

UU Nomo2 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan: 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah. 

- Bahwa dengan ditolaknya tuntutan pemohon kasasi mengenai pengesahan 

perkawinan pada petitum 2 di atas, maka tuntutan pemohon kasasi agar 
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Muhammad Iqbal Ramadhan dinyatakan sebagai anak yang sah, juga 

harus ditolak; 

- Bahwa tuntutan untuk dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan tidak 

termasuk kewenangan pengadilan agama mengadilinya sebagaimana 

disebutkan di atas sesuai Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasan Pasal 49 

ayat 2 tersebut, kewenangan yang ada dalam perkara in casu untuk 

menyatakan apakah sah atau tidak sah menurut hukum yang berlaku. 

Oleh karenanya judex factie (Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan) yang mengabulkan tuntutan penggugat tentang status 

anak di luar perkawinan adalah putusan yang telah menyimpang dari tugas dan 

wewenang hakim pada peradilan agama yang wajib memutus berdasarkan hukum 

Islam, sebagaimana kesepakatan ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang 

telah dituangkan dalam hukum perkawinan kompilasi hukum Islam. 

Putusan tersebut sebenarnya berbanding terbalik dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa 

mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias 

Machicha binti H. Mochtar Ibrahim. Judicial review yang dilakukan atas Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai nilai-nilai yang bersifat 

progresif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasca judicial review berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar 
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perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.  

Ketika memutus perkara tersebut terjadi concuring opinion. Pendapat 

hakim konstitusi Maria Farida Indrati bahwa secara teoritis norma agama atau 

kepercayaan tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena 

norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transedental yang 

bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan 

norma hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan 

kesepakatan warga atau masyarakat dengan negara sehingga dapat dipaksakan 

keberlakuannya oleh negara. 

Fakta yang terjadi selama ini kedudukan anak diluar nikah lemah dimata 

hukum, dan tidak ada lembaga yang melindungi anak-anak diluar nikah tersebut. 

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak terjadi pro dan kontra di 

dalam masyarakat Indonesia. Mereka yang pro menilai putusan Mahkamah 

Konstitusi memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak luar kawin. Karena 

sebelum putusan Mahkamah Konstitusi  itu, anak luar kawin hanya punya 

hubungan dengan ibu dan keluarga sang ibu. Pandangan kontra memandang 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan melegalkan perzinaan. 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

sebelum judicial review berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
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hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak 

adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 

hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

perempuan tersebut sebagai ibunya saja. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi 

si anak. Anak yang lahir di luar nikah itu posisinya rawan, tidak berdosa. Tapi 

dalam Pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak 

dan ibunya yang menanggung beban moral, yang seharusnya itu adalah tanggung 

jawab ayah biologisnya juga. Selain itu, tidak adil pula ketika Pasal 43 ayat (1) 

tersebut membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 

hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Pokok permasalahan 

hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai 

makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Pasal 

43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum uji materi, 

memberikan pembedaan hukum bagi anak di luar nikah dengan anak dari hasil 

pernikahan yang sah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). 

Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang 

Kesejahteraan Anak mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka 

mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap 

anak.Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana 

setiap anak dapat malaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak 
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merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan 

demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang 

diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat 

kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak 

keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti anak dengan orang tuanya. Oleh 

Hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali 

khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal 

itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu 

dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka Hakim. 

Anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan anak luar kawin dan hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu, sebagaimana bunyi 

dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : “Anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”.
6
 

Namun pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut berubah setelah 

lairnya putusan Mahkamah Konstitusi. Secara singkat, Mahkamah Konstitusi 

(“MK”) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 

memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(“UU Perkawinan”) bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

                                                           
6
 Ibid., hlm. 298.   
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ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya.” 

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun 

berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus 

memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang 

anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak 

yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. 

B. Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut Putusan 

Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perkawinan 

a. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Tata Unsur Bidang 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara 

yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) 

kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.  Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 



51 

 

 

 

Tahun 1945. 

3. Memutus pembubaran partai politik, dan 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi 

penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang 

berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka 

menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan 

kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi 

sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan 

juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa 

lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, 

di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan 

ayat (2).
7
 Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) .
8
 Berwenang untuk: 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

                                                           
7
 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

8
 Ibid 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik; 

d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan 

e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip 

checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan 

setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling 

mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Undang-Undang  ini   merupakan   

pelaksanaan   Pasal   24C   ayat (6) Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   

Indonesia   Tahun   1945   yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan 

pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang 

Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Untuk mendapatkan hakim 

konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan 
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negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana 

diamanatkan dalam undang-undang dasar, undang-undang ini mengatur mengenai 

syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan 

mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan 

dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel. 

Umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai 

dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan 

Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, 

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara 

menurut Undang-Undang ini.
9
 

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan 

cepat. 

Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk  

selambat-lambatnya  pada  tanggal  17  Agustus  2003  dan sebelum dibentuk 

segala kewenangannya dilakukan oleh  Mahkamah Agung, sehingga Undang-

Undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah 

Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.
10

 

                                                           
9
 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

10
 UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. 
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b. Ruang Lingkup Wewenang Mahkamah Konstitusi 

Sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat (1) 1945, Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap undang- undang dasar, memutus 

sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh 

undang-undang dasar, memutus pembuburan partai politik, dan memutus hasil 

pemilihan umum. Selain itu, pasal 24C ayat (2) menambahkan pula bahwa 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakil Presiden menurut undang-undang 

dasar. 

Berdasarkan kewenagannya untuk menguji konstitusionalitas, Mahkamah 

Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan suatu 

undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentengan dengan 

undang-undang dasar. Begitupun terhadap suatu undang-undang, mahkamah 

konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak 

berdasarkan UUD. Dengan demikian, undang- undang yang di hasilkan oleh 

legislatif ( Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) diimbangi oleh adanya 

pengujian (formal dan materiil) dari cabang yudisial yaitu Mahkamah 

Konstitusi.
11

 Keberadaan lembaga pemutus sengketa kewenagan antar lembga 

Negara, sebagaimana ditugaskan kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ini.
12

 

                                                           
11

 Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya 

Dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006), hal. 31. 
12

 Agung Susanto, Hukum acara perkara konstitusi: Prosedur Berpekara pada Mahkamah 

konstitusi, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal 8. 



55 

 

 

 

Dengan uraian diatas tampak secara jelas peran Mahkamah Konstitusi sebagai 

penjaga konstitusi dalam system check and balances antar lembaga Negara. 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII/2010 

Berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah 

anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan 

MK tersebut maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai 

hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap 

warisan ayah biologisnya juga semakin kuat. Pasca putusan MK ini, anak luar 

kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. Di ke depannya tentu akan timbul 

banyak gugatan ke pengadilan agama (Islam) dan pengadilan negeri (non-Islam) 

dari anak luar kawin. Dalam diskusi tersebut, menanggapi Putusan MK terhadap 

pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. 

Undang - undang perkawinan tidak menyangkal ketentuan-ketentuan 

hukum agama sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga 

bagi yang beragama Islam, implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan 

dengan prinsip- prinsip syar’i. Apabila pasal 43 UU Perkawinan dihubungkan 

pasal 42 UU tersebut, maka dapat ditarik pengertian bahwa anak luar kawin bukan 

merupakan anak yang sah. Disamping itu, anak luar kawin hanya mempunyai 

hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsep ini sejalan 

dengan konsep Hukum Islam dan hukum adat pada umumnya.  Agama Islam 

menganut prinsip bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga 

tidak ada alasan untuk membeda-bedakan setiap anak yang lahir, termasuk anak 

luar kawin sekalipun. Putusan  MK  tersebut,  UU  No.8/2011  tentang  Perubahan  
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Atas UU No.24/2003   tentang  Mahkamah   Konstitusi   Pasal   10    ayat   (1)   

huruf a menegaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah 

Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar. 

Sekalipun pasal 1917 BW jo. Pasal 21 AB  menegaskan bahwa putusan 

pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan  tidak  

mengikat  hakim  lain  yang  akan  memutus  perkara  yang  serupa, namun 

ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi sebab 

substansi putusan MK tersebut bersifat umum yakni berupa pengujian suatu UU 

terhadap UUD, karena itu putusan MK tentang  anak  luar  kawin  tersebut  pada  

dasarnya  mengikat  semua warga negara.
13

 

Namun karena Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 

1945, maka putusan MK dimaksud harus dibaca spiritnya sebagai “Payung 

Hukum Untuk Perlindungan Terhadap Anak Dan Tidak Menyangkal Lembaga 

Perkawinan Yang Sah” sebagaimana diatur dalam UU N0. 1 Tahun 1974 jo. PP 

9/1975 jo. INPRES No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Karena itu 

perlindungan terhadap anak diluar perkawinan harus dilaksanakan secara 

proporsional yakni dikembalikan kepada peraturan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan adat istiadat setempat dengan tidak menafikan hukum agama 

yang bersangkutan. 

                                                           
13

 Lihat Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
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Putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran 

terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 

2 UU No. 1 Tahun l974. Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, 

maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris 

Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiyat wajibah. Demikian 

pula yang berkaitan dengan nafkah/ biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan 

dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk 

kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar 

sejumlah uang/ harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai 

dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan 

nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. 

Inilah yang memicu timbulnya protes terhadap putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 sebab putusan tersebut mengesankan adanya pertalian nasab antara 

anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Andaikata dalam putusan tersebut ada 

penegasan bahwa nasab anak dikembalikan pada hukum agamanya, niscaya tidak 

menimbulkan kontroversi.
14

 

d. Analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar 

Nikah 

Pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, 

Masyarakat, Bangsa, Negara sebagai pewaris dari ajaran Islam, Pengertian ini 

memberikan Hak atau melahirkan Hak yang harus diakui, diyakini dan 

                                                           
14

 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 
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diamalkan.
15

 Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 31 

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur’an menjadi tanggung jawab kedua orang 

tuanya  yaitu  tanggung jawab Syariat Islam yang harus diemban dalam kehidupan 

berumah tangga, masyarakat bangsa dan Negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran 

Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu : Pertama, 

aspek dhuniawiyah yang meliputi pengampunan  dan  keselamatan  di  dunia  

kedua,  aspek  ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung 

jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU 

Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias 

Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal 

Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan 

Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya 

dengan keluarga almarhum Moerdiono.. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili 

perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam 

perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara 

konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagai 

                                                           
15

 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 

hlm. 123. 
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pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang, yaitu : 

a. Perorangan warga negara indonesia; 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 

c. Badan hukum publik atau privat 

d. Lembaga negara. 

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD NRI Th.1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih 

dahulu: 

1. kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud pasal  51  

ayat 1 UU 24/2003 

2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang 

dimohonkan pengujian. 

 

UUD NRI Th. 1945 

 

UU No 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 28 B ayat 1 

“Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan 

Pasal 2 ayat 2 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang- 
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melalui perkawinan yang sah “ undangan yang berlaku “ 

Pasal 28 B ayat 2 

“Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Pasal 43 ayat 1 

“Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya“. 

Pasal 28 D ayat 1 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum “ 

 

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian 

permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan 

sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. 

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar 

perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan 

oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat 

luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan 
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suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait 

dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara 

tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-

hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan 

baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, 

tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul 

anak dalam pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak 

tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan  

dengan  putusan  pengadilan  yang  berwenang.  Pembuktian yang demikian pasti 

tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti. 

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan 

seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan 

perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan 

darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. 

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi 

perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika 

tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar 

kehendaknya. 

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 

juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara 

lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir 

separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI 
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sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan 

permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU 

perkawinan. 

Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, 

perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan 

menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-

anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.
16

 

“Jadi putusan MK memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak 

diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan 

tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa 

mencantumkan siapa bapaknya, nah..itukan merugikan anaknya. Didalam 

konvensi PBB juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan 

kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah 

tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu 

adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.
17

 

Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik 

putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim 

dalam memutuskan sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki 

kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan 

stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-

                                                           
16

 Sirait Merdeka Aris, Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010, Tangga; 13 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin. 
17

 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 
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hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun 

keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan uraian ini Pasal 

43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan  perdata  dengan  keluarga  ayahnya.  

“Bagaimana  tindakan notaris apabila ada anak luar kawin/kuasa/walinya tersebut 

minta dibuatkan akta keterangan waris sementara ada penyangkalan dari ahli 

waris yang sah?”Dari sisi praktisi notaris yang berwenang untuk membuat suatu 

keterangan waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu 

keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta 

kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil 

perkawinan kedua orangtuanya. Ada kekhawatiran didalam praktik dimasyarakat, 

tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan 

dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang 

menuntut bagian dari warisan tersebut. 

Berdasarkan KUH Perdata dan UU perkawinan, surat keterangan hak 

waris bisaanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, 

para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak Luar Kawin dalam BW dan KUH 

Perdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan 

oleh pengadilan. Walaupun dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini sang 
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anak maksimal mendapat 1/3 bagian waris. Ketika pewaris meninggal, timbulah 

warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan 

pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain 

menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) 

sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.  Notaris akan 

mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. 

Dengan demikian jika ahli waris diluar anak luar kawin yang mendapat 

pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat. 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin berdasarkan 

putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki 

hubungan darah dengan ayahnya.  Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan  

merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama 

besarnya dengan ahli waris lainnya. Peraturan pelaksana putusan MK ini belum 

ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin 

mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya. Kemajuan yang dibuat 

putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli 

waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara 

ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris. Surat keterangan 

waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi 

pengurusan surat keterangan waris. 
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C. Relevansi UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 

Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 

Tentang Perkawinan Dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi 

Hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut UU No 1 tahum 1974 

pasal 43 ayat 1 yaitu “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, relevansinya dengan 

pendapat Imam Syafi’i yaitu apabila anak mula’anah atau anak luar kawin 

meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari 

pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya. Sudah jelas pengertian diluar kawin 

menurut UU No 1 tahum 1974 pasal 43 ayat 1 mengatur tentang anak diluar 

kawin yaitu anak hasil zina. Sedangkan hubungan keperdataan anak diluar kawin 

menurut putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 yaitu “anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya, serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya”, relevansinya dengan Imam Hanafi yaitu kalau seorang wanita 

yang hamil dikawinkan sebelum melahirkan meskipun perkawinannya dilakukan 

sehari sebelum anaknya dilahirkan, maka laki – laki atau ayah biologisnya yang 

menghamilinya mempunyai nasab terhadap anak tersebut. Putusan Mahkamah 

Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 yaitu hasil uji materi pada pasal 43 ayat 1 adalah 

anak diluar kawin tidak hanya anak hasil zina akan tetapi yang tidak tercatat 

secara undang – undang yang berlaku ataupun secara umumnya nikah siri. 
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Menurut Madzhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap (Tsabit) 

terhadap bapak biologisnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah 

anaknya, seorang anak tersebut anak dari bapaknya melainkan karena anak 

tersebut lahir dari air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak 

biologisnya untuk menikahi anak luar nikah.  

تَ زَوَّجْهَا لََْ يَ لْحَقْ ا وَلَوْ بيَِ وْمٍ لََِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لََْ ي َ وَقاَلَ أبو حنيفة إِنْ تَ زَوَّجَهَا قَ بْلَ وَضْعِهَ 
18بهِِ 

  

Imam Abu Hanifah berkata: kalau seorang wanita yang hamil dikawinkan 

sebelum melahirkan meskipun perkawinannya dilakukan sehari sebelum anaknya 

dilahirkan, maka laki laki yang menghamilinya mempunyai nasab terhadap anak 

tersebut. Namun apabila laki laki yang menghamilinya tidak dikawinkan dengan 

perempuan yang dihamilinya maka anak tersebut tidak memilik nasab terhadap 

ayah biologisnya.  

Menurut madzhab Syafi’i mengharuskan adanya indikasi persetubuhan 

antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan 

menurut madzhab hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal 

tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri. 

افِعِيُّ  : وَقُ لْنَا إذَا مَاتَ وَلَدُ الْمُلََعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّناَ وَرَّثْت أمَُّهُ  -رَحَِِهُ اللَّهُ تَ عَالََ  -قاَلَ الشَّ
هِ حُقُوقَ هُمْ  هَا فِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتَهُ لِِمُِّ  19حَقَّ

                                                           
18

 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jilid 8 

hlm. 162. 
19

 Al-Syafi’i, Al-Umm, (Cet. 1; Beirut: Dar al-Wafa, 2001), jilid 5 hlm. 177. 
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Menurut Imam Syafi’i, apabila anak mula’anah atau anak luar kawin 

meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari 

pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.   

Menurut madzhab Syafi’i bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya 

terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai ajnabiyyah (orang asing), oleh 

karena itu, menurut madzhab Syafi’i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh 

bapak biologisnya karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing 

(ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. Menurut 

madzhab Syafi’i, bahwa terputus nasab anak luar nikah dari bapak biologisnya 

secara mutlak, maka statusnya adalah sebagai orang asing (ajnabiyyah), oleh 

karena itu bapak biologisnya boleh menikahi anak luar nikahnya yang perempuan, 

serta sah perkawinan diantara keduanya, karena telah terputus nasab yang 

menyebabkan diharamkannya bapak biologisnya untuk menikahinya. 

Menurut madzhab Syafi’i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun 

syar’i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. adapun 

implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab 

seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, madzhab Syafi’i menambahkan bahwa 

anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat 

bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau diakui oleh semua 

ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang 

meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan 

pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang 

berakal dan telah baligh. 
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Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i sepakat bahwa anak hasil zina itu 

tidak memiliki nasab dari pihak laki - laki dalam arti anak tersebut tidak memiliki 

bapak, meskipun laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu 

mengaku bahwa anak itu adalah anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena 

anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik wanita 

yang dizinai itu bersuami ataupun tidak bersuami. Jadi anak tersebut tidak 

mempunyai bapak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: “Anak itu bagi (pemilik) 

firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)”.(HR: Al-

Bukhari dan Muslim). 

Pendapat antara Madzhab Syafi’i dan Hanafi memiliki perbedaan yang 

kontras dalam memahami status anak yang lahir diluar nikah, Madzhab Syafi’i 

berpendapat bahwa anak yang lahir diluar nikah tidak memiliki hubungan nasab 

dengan pihak bapak yang menghamili ibunya. Hal tersebut berimplikasi terhadap 

hak anak seperti waris, nafkah, serta perwalian. 

Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi bahwa anak yang lahir diluar 

nikah tersebut tetap memiliki nasab hakiki dari pihak ayah yang menghamili 

ibunya, tidak ada perbedaan status nasab oleh anak yang lahir diluar nikah dengan 

yang lahir didalam pernikahan yang sah. Adanya perbedaan pendapat diantara 

Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi dikarenakan adanya perbedaan dalam 

penggunaan hujjah dan istinbat hukum dalam menginterpretasi suatu problematika 

hukum. 

Penulis sepakat dengan Madzhab Hanafi, bahwa nasab anak luar nikah 

kepada bapak biologisnya adalah tetap (Tsabit), karena secara hakiki anak luar 
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nikah tersebut tetap merupakan anaknya, atau dengan kata lain darah dagingnya, 

oleh karena itu haram bagi bapak biologis untuk menikahinya. 

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab 

timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh 

dihubungakan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih 

laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan 

karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (Jarimah) 

yang sama sekali tidak layak mendapatkan balsan nikmat, melainkan balasan 

berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan dibuang (diasingkan), 

selain itu alasan kuatnya adalah sabda nabi dalam sebuah hadist: 

 عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الَجر
“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: Anak itu bagi 

yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya 

berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim).
20

 

 Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan 

madzhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan pernah 

berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah 

biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab 

antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, 

dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan 

sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan 

waris mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya 

                                                           
20

 Ahmad Mudjab Mahalli, Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih Bagian Munakahat dan 

Mu’amalat, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-1, hadits nomor 842, h. 57. 
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tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi 

wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada 

hubungan sama sekali dalam syariat islam. Karena ayah biologisnya tidak bisa 

bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad 

nikahnya adalah wali hakim. 

 Berdasarkan pada pemaparan diatas maka terdapat relevansi terhadap hak 

anak diluar kawin menurut pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi, yaitu: 

1. Kewarisan 

Menurut Madzhab Hanafi, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi 

dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibu. 

Adapun menurut Madzhab Syafi’i terdapat pengecualian, bahwa anak 

luar nikah boleh menrima waris dari bapak biologisnya dengan syarat 

bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya 

kemungkinan orang yang mengakui (Mustalhiq) anak kepada yang 

meninggal (Pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari 

pewaris, dan pihak yang mengklaim (Mustalhiq) anak tersebut adalah 

seorang yang berakal dan telah baligh. 

2. Nafkah 

Menurut pendapat Madzhab Hanafi, dan Madzhab Syafi’i tentang 

nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak 

bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan 

syari’at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya 
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tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar 

nikahnya. 

3. Perwalian 

Menurut pendapat Madzhab Hanafi, dan Madzhab Syafi’i tentang 

perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak 

perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi 

wali baginya karena telah terputus nasab syar’i diantara keduanya yang 

menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak 

menjadi walinya adalah wali hakim. 


